
 

Dasar Hukum :  Kualifikasi Pelaksana : 

1. PERSEKMA  No. 02 Tahun 2012. 

2. UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum 

3. Surat edaran MA RI no 10 tahun 2010 tentang pedoman 

pemberian bantuan hukum 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat 

tidak mampu di Pengadilan 

5. PERMA NO. 7 TAHUN 2015.  

 

1. S1- Hukum 

2. SMA 

 

Keterkaitan :  Peralatan/Perlengkapan : 

SOP Kepaniteraan  

 
 Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor (ATK) 

Peringatan :  Pencatatan dan Pendataan : 

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka sistem pelayanan 

posbakum terhenti 
 Dokumen penetapan penasehat hukum 

 

No Aktivitas 

Pelaksana Mutu Baku 

Staf Hukum Panmud 

KPA atau 

Ketua 

Majelis 

Hakim 

Persyaratan/ 

Perlengkapan 
Waktu Output 

1.  Menerima 

permohonan 

pendampingan 

layanan hukum dari 

pemohon atau 

ditunjuk oleh 

Majelis Hakim 

   Surat Keterangan 

tidak mampu/ 

jamkesmas, 

permohonan 

untuk 

pendampingan 

bantuan hukum, 

atau surat 

penunjukan dari 

majelis hakim 

10 menit  

2.  Meneliti 

permohonan 

   Penetapan 

penunjukan 

Lembaga Bantuan 

Hukum 

 

 

 

 

 

 

20 menit Draf Penetapan 

penunjukan 

Lembaga Bantuan 

Hukum 
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SOP LAYANAN POS BANTUAN HUKUM  

Tidak 

ya 

1 



3. Pembuatan 

Penetapan 

menunjuk lembaga 

bantuan hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sesuai ketentuan 

pasal 56 ayat (1) 

KUHAP 

30 menit Penetapan 

penunjukan 

Lembaga Bantuan 

Hukum 

4. Meneliti penetapan      60 menit Draf Penetapan 

penunjukan 

lembaga bantuan 

hukum 

 

5. Tanda tangan Ketua 

Pengadilan atau 

Majelis Hakim 

 

 

 

 

 

 

  

   10 menit Draf Penetapan 

penunjukan 

lembaga bantuan 

hukum 

6. Menulis dalam 

register bantuan 

hukum 

   Buku register 20 menit Penetapan 

penunjukan 

Lembaga Bantuan 

Hukum 

7. Menyerahkan 

penetapan kepada 

lembaga penyedia 

Pos Bantuan 

Hukum 

   Tanda tangan 

penerima 

penetapan 

10 menit Penetapan 

penunjukan 

Lembaga Bantuan 

Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ya 

Tidak 

Tidak 

ya 

1 



 

 

PENGADILAN AGAMA BONTANG 

 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
LAYANAN POS BANTUAN HUKUM  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA BONTANG 

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA BONTANG 
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Ketua Pengadilan Agama Bontang 
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